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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Angkasa Pura II (Persero) selanjutnya disebut “Angkasa Pura II” atau 

“Perusahaan” merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 

dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait 

bandar udara di wilayah Indonesia Barat. Angkasa Pura II telah mendapatkan 

kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan 

mengupayakan pengusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini 

berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta 

Bandara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984. 

Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari Perusahaan Umum dengan 

nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 tahun 1984, kemudian pada 19 Mei 1986 melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 tahun 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Selanjutnya, 

pada 17 Maret 1992 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1992 berubah 

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Seiring perjalanan perusahaan, pada 18 

November 2008 sesuai dengan Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN 

Nomor 38 resmi berubah menjadi PT Angkasa Pura II (Persero). 
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Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan 

pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara 

dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan 

penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan agar 

dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya 

saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan 

masyarakat. 

Kiprah Angkasa Pura II telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan 

usaha yang pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan 

berbagai sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan pada bandara yang 

dikelolanya. 

Angkasa Pura II telah mengelola 13 Bandara, antara lain yaitu Bandara 

Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), 

Supadio (Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II 

(Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara 

(Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah 

(Tanjungpinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang) dan 

Silangit (Tapanuli Utara). 

Angkasa Pura II telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari 

berbagai instansi. Penghargaan yang diperoleh merupakan bentuk apresiasi 

kepercayaan masyarakat atas performance Perusahaan dalam memberikan 
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pelayanan, diantaranya adalah “The Best BUMN in Logistic Sector” dari 

Kementerian Negara BUMN RI (2004-2006), “The Best I in Good Corporate 

Governance” (2006), Juara I “Annual Report Award” 2007 kategori BUMN Non-

Keuangan Non-Listed, dan sebagai BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam bidang 

Good Corporate Governance pada Corporate Governance Perception Index 2007 

Award. Pada tahun 2009, Angkasa Pura II berhasil meraih penghargaan sebagai 

1st The Best Non Listed Company dari Anugerah Business Review 2009 dan juga 

sebagai The World 2nd Most On Time Airport untuk Bandara Soekarno-Hatta 

dari Forbestraveller.com, Juara III Annual Report Award 2009 kategori BUMN 

Non- Keuangan Non-Listed, The Best Prize „INACRAFT Award 2010‟ in 

category natural fibers, GCG Award 2011 as Trusted Company Based on 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2010, Penghargaan Penggunaan 

Bahasa Indonesia Tahun 2011 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

penghargaan untuk Bandara Internasional Minangkabau Padang sebagai 

Indonesia Leading Airport dalam Indonesia Travel & Tourism Award 2011, dan 

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) selama 2.084.872 jam kerja 

terhitung mulai 1 Januari 2009-31 Desember 2011 untuk Bandara Sultan Syarif 

Kasim II Pekanbaru.  

Serta berbagai penghargaan di tahun 2012 dari Majalah Bandara kategori 

Best Airport 2012 untuk Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II 

(Pekanbaru) dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), kategori 
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Good Airport Services untuk Bandara Internasional Minangkabau dan Bandara 

Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 (Cengkareng) dan kategori Progressive 

Airport Service 2012 untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 

(Cengkareng) 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Angkasa Pura II selalu melaksanakan 

kewajiban untuk membayar dividen kepada negara selaku pemegang saham. 

Angkasa Pura II juga senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik dan perlindungan konsumen kepada pengguna jasa bandara, menerapkan 

praktik tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kesejahteraan karyawan 

dan keluarganya serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat 

umum dan lingkungan sekitar bandara melalui program Corporate Social 

Responsibility. 

Bandar udara Sultan Syarif Kasim II (SSK. II) Pekanbaru adalah bandara 

peninggalan Sejarah dari zaman kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan 

Jepang. Saat itu di sebut “Landasan Udara” di mana landasan tersebut masih 

terdiri dari tanah yang di keraskan dan di gunakan sebagai Pangkalan Militer. 

Awalnya Landasan pacunya adalah dari Timur menuju Barat dengan nomor 

runway 14 dan 32. Pada awal kemerdekaan di bangun landasan pacu baru yang 

terbentang dari arah utara menuju selatan dengan nomor runway 18 dan 36. 

Panjang landasan lebih kurang 800 meter dengan permukaan landasan berupa 

kerikil yang di padatkan.  
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Pada tahun 1950 landasan pacu di perpanjang menjadi 1.500 meter, dan 

pada tahun 1967 landasan di mulai proses pengaspalan Runway, Taxi, dan Apron 

setebal 7 cm serta pertambahan panjang landasan sepanjang 500 meter. Pada 

tahun 1960 Pemerintah mengoperasikan bandara ini menjadi bandara Perintis dan 

mengubah nama dari Landasan Udara menjadi “Pelabuhan Udara Simpang Tiga”. 

Nama Simpang Tiga diambil karena lokasinya berada tiga jalan persimpangan 

yaitu jalan menuju Kota Madya Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten 

Indragiri Hulu. Berdasarkan Rapat Kepala Kantor Perwakilan Departemen 

Perhubungan tanggal 23 Agustus 1985 nama Pelabuhan Udara Simpang Tiga 

diganti menjadi Bandar Udara Simpang Tiga terhitung tanggal 1 September 1985. 

Pada 1 April 1994 Bandar Udara Simpang Tiga bergabung dengan Manejemen 

yang di kelola oleh PT. Angkasa Pura II (Persero). Dan di sebut dengan Kantor 

Cabang Bandar Udara Simpang Tiga Yang kelak berubah nama menjadi Bandar 

Udara Sultan Syarif Kasim II yang di tetapkan melalui keputusan Presiden 

No.Kep.473/OM.00/1988-AP II tgl. 4 April 1998 dan di resmikan oleh Presiden 

Republik Indonesia Abdurrahman Wahid tgl 29 April 2000.  

Pada tahun 2009 lalu, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II telah dimulai 

perluasan Bandara Sultan Syarif Kasim II oleh pihak Angkasa Pura II yang 

bekerja sama dengan pemerintah provinsi Riau.  

Perluasan ini direncanakan akan diselesaikan pada akhir 2011 dan 

dibangun sebagai persiapan menghadapi Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Angkasa_Pura_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid
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akan digelar pada 2012. Peluasan ini dilakukan karena dinilai tidak lagi dapat 

menampung jumlah penumpang melalui menggunakan Bandar Udara Sultan 

Syarif Kasim II yang setiap tahunnya semakin meningkat. 

4.2 Makna Logo Perusahaan 

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai logo masing-masing. Logo ini 

dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan lambang dari suatu perusahaan atau 

ciri khusus perusahaan tersebut. Oleh sebab itu antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lain tidak ada yang sama. Logo dari suatu perusahaan ada yang 

mempunyai arti atau makna tersendiri. 

Demikian juga dengan PT (Persero) Angkasa Pura II. Logo ini mempunyai 

makna tertentu dilihat dari bentuk dan warnanya. 

 

 

 

 

Biru adalah warna yang melambangkan pergerakan sektor logistik yang terus 

tumbuh berkembang pesat. 
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Merah melambangkan tindakan yang berlandaskan semangat kerja dan 

komitmen PT Angkasa Pura II dalam menyediakan pelayanan berkualitas 

internasional dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pelanggan. 

Kuning melambangkan kemakmuran sebagai buah keberhasilan yang akan 

didapat dari kerja keras PT Angkasa Pura II untuk para pemegang saham, 

manajemen, karyawan, dan Indonesia. 

Hijau melambangkan arah kepemimpinan yang tegas, berintegritas, dan 

terarah menuju pertumbuhan perusahaan yang sehat. 

4.3 Tata Kelola Perusahaan 

Komitmen penerapan GCG merupakan hal yang mutlak bagi Angkasa Pura II. 

Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara 

berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung 

efektivitas pelaksanaan GCG di Angkasa Pura II. 

Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing 

tinggi, Angkasa Pura II telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola 

perusahaan (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practise yang berlaku. Pelaksanaan 

GCG merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 

tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara 

BUMN No. PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata 

Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa “BUMN wajib 
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melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip 

GCG yaitu transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi dan 

kewajaran”. 

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah 

niat dan tekad manajemen Angkasa Pura II untuk menjadikan Angkasa Pura II 

sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk 

dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki Code of Conduct, termasuk tanggung 

jawab terhadap lingkungannya. 

Tujuan Penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah sebagai berikut: 

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan 

(Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, 

mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan 

kepentingan semua pihak terpenuhi. 

2. Mendorong dan mendukung pengembangan Angkasa Pura II. 

3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah. 

4. Mengelola risiko secara lebih baik. 

5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders. 

6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Angkasa Pura II. 

7. Memperbaiki budaya kerja Angkasa Pura II. 

8. Meningkatkan citra Angkasa Pura II (image) menjadi semakin baik. 
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Untuk mewujudkan hal tersebut, Angkasa Pura II memiliki komitmen penuh 

dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada 

beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Angkasa Pura II dalam 

penerapan GCG yaitu: 

1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN(Pasal 5 ayat 3). 

2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER- 01/MBU/2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 

tanggal 06 Juli 2012. 

3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-

16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 

Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

4. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang 

diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 

2007. 

5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 

KEP.448/UM.004/X/AP II–2007 dan Nomor: KEP.02.03.01/00/10/2007 

461 tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 
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dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan PT Angkasa 

Pura II (Persero). 

Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 

2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi: 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif; 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi 

hak-hak Pemangku Kepentingan(stakeholders) yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 
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4.4 Ukuran dan Standar Kepuasan Bagi PT. Angkasa Pura II 

Dalam sebuah organisasi perlu adanya ukuran dan standar kepuasan 

terhadap kinerja yang diberikan oleh sebuah organisasi terhadap konsumen. 

Ukuran dan Standar Kepuasan bagi PT. Angkasa Pura II sendiri adalah melalui 

hasil survey konsumen yang dilaksanakan oleh Skytrax setiap tahunnya. 

Skytrax adalah perusahaan konsultan Britania Raya yang melakukan riset 

mengenai maskapai penerbangan. Perusahaan ini melakukan survei untuk 

menentukan maskapai, bandar udara, hiburan dalam pesawat, staff, dan elemen 

perjalanan udara terbaik lainnya. Selain survei ini, Skytrax juga memiliki forum 

maskapai penerbangan tempat penumpang pesawat dapat memberikan ulasan 

untuk dilihat oleh calon penumpang lain. Skytrax juga dikenal dengan 

Penghargaan Maspakai Dunia
 
dan Penghargaan Bandar Udara Dunia tahunan 

(World Airport Awards). 

4.5 Struktur Organisasi 

Dalam Suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi yang jelas yang 

dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukan seluruh kegiatan 

organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam 

organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu 

hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan. 

Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran yang skematis yang 

ditunjukan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah 

ditentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konsultan
https://id.wikipedia.org/wiki/Britania_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan
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hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab 

masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Dengan demikian, pekerjaan 

dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar 

dalam struktur organisasi.  
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT. 

Angkasa Pura II Pekanbaru Divisi Komersial 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber : PT. Angkasa Pura II Divisi Komersial Tahun 2017 

  

Jr. MANAJER KOMERSIAL / 14 

M. JOKO WAHYUDI 

 

Commercial Jr. Officer / 11 

ICHSAN OKBRIATAMA 

(usulan) 

 

Commercial Clerical Staff 

PAIJO

Commercial Jr. Officer / 11 

BENIATI 

 

Aeronautical Spv 

/10 

SUMARTHA 

SEBAYANG 

Aeronautical Spv 

/10 

INSANA KAMALA 

(Usulan) 

Commercial Staff 

/ 10 

ICHSAN 

OKBRIATAMA 

Commercial 

Staff / 10 

ELVINA 

FRANSISKA M 

Commercial Staff 

/ 10 

PATAR 

GUNAWAN 

Aeronautical Spv 

/10 

SALIMIN 

 

Outsourcing Staff 

RIO MAHADONI 
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a. Commercial Jr. Officer / Beniati 

1. Rekapitulasi  Laporan Omset 

2. Input pendapatan Listrik Prabayar kedalam SAP 

3. Penyelesaian Kontrak Kerjasama Rumah Dinas an Catring 

4. Membuat konsep surat untuk mitra usaha 

5. Laporan pendapatan dan produksi Parkir harian dan bulanan 

b. Aeronautical Supervisor / Sumartha Sebayang 

1. Arsip Surat masuk dan surat keluar 

2. Distribusi Surat keluar 

3. Pengisian pulsa listrik prabayar. 

c. Aeronautical Supervisor / Salimin 

1. BA Rekonsiliasi PSC dengan Airline dan APS 

2. Laporan PAS Ambulance 

3. Aplikasi Sistem Mcsys 

d. Commercial Clerical Staff / Paijo 

4. BA Rekonsiliasi PSC dengan Airline dan APS 

5. Laporan PAS Ambulance 

e. Commercial Staff / Ichsan Okbriatama 

1. Penyesaian perpanjangan Kontrak kerjasama (Kajian,  Berita Acara kerjasama 

dan Ijin Prisnsip) 

2. Penyelesaian proposal kontrak kerjasama untuk mitra baru (Kajian dan Berita 

Acara kerjasama atau penolakan) 
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3. Membuat surat penawaran, persetujuan perpanjangan atau surat penolakan. 

4. Survei potensi area komersial Bandara (Kajian Tenant Mixing) 

5. Marketing 

6. Update database ruangan 

7. Pengawasan Mitra Usaha 

8. Monitoring Parkir 

9. Monitoring E-Pos 

f. Commercial Staff / Elvina Fransiska M 

1. Penyesaian perpanjangan Kontrak kerjasama (Kajian,  Berita Acara kerjasama 

dan Ijin Prisnsip) 

2. Penyelesaian proposal kontrak kerjasama untuk mitra baru (Kajian dan Berita 

Acara kerjasama atau penolakan) 

3. Membuat surat penawaran, persetujuan perpanjangan atau surat penolakan 

dan surat non-aeronautika lain nya. 

4. Membuat faktur pendapatan insidentil 

5. Input pendapatan langsung dan pendapatan harian di SAP 

6. Input kontrak dan pendapatan Non-Aeronautika di SAP 

7. Rekonsiliasi Pendapatan dengan unit akuntansi 

8. Laporan Bulanan Non-Aeronautika 

g. Commercial Staff / Patar Gunawan PGB 

1. Penyesaian perpanjangan Kontrak kerjasama (Kajian,  Berita Acara kerjasama 

dan Ijin Prisnsip) 
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2. Penyelesaian proposal kontrak kerjasama untuk mitra baru (Kajian dan Berita 

Acara kerjasama atau penolakan) 

3. Membuat surat penawaran, persetujuan perpanjangan atau surat penolakan. 

4. Survei potensi area komersial Bandara (Kajian Tenant Mixing) 

5. Marketing 

6. Update database Iklan 

7. Pengawasan Mitra Usaha 

8. Monitoring Parkir 

9. Monitoring E-Pos 

h. Commercial Staff / Insana Kamala 

1. Aplikasi sistem Mcsys 

2. Aplikasi sistem  Oasys 

3. Aplikasi sistem APPS 

4. Aplikasi sistem IATA 

5. BA Rekonsiliasi PSC dengan Airline dan APS 

6. Database Aeronautika 

7. Laporan PAS Ambulance 

8. Penagihan Pendapatan Aeronautika 

9. Penagihan Pendapatan Unsched 

10. Input kontrak dan pendapatan Aeronautika di SAP 

11. Laporan Bulanan Aeronautika 

        


